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ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi di Desa Tolokalo Dusun Kesi Kecamatan Kempo Kabupaten
Dompu. seorang yang menguasai atas tanah tersebut. Di permasalahkan oleh pihak yang
mengaku memiliki hak atas tanah tersebut yang berdasarkan warisan dengan mempunyai
surat keterangan tanah (SKT), sehingga terjadi pertentangan antara Bpk Alihlas yang secara
fisik menguasai atas tanah tersebut dengan Bpk Hasan Pone yang mengklaim memiliki hak
atas tanah berdasarkan surat keterangan tanah (SKT). Metode yang digunakan penelitian
hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data
diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti Kepala Desa Tolokalo,
BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan kedua belah pihak yang bersengketa. Kepala Desa
Tolokalo memiliki peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa kepemilikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan penting sebagai mediator dalam
menyelesaikan konflik, meskipun mediasi yang dilakukan tidak selalu membuahkan hasil
karena ketidakjelasannya alat bukti dari para pihak yang bersengketa, kurangnya saksi-
saksi, lemahnya pembuktian hak, tidak adanya data pertanahan yang terintegrasi, dan status
tanah yang tidak jelas. Kesepakatan damai baru tercapai setelah beberapa kali mediasi,
dengan mekanisme pembagian tanah sebagai solusi. Penelitian ini menegaskan perlunya
perlu adanya sosialisasi kepada Masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah pada badan
pertanahan dan kepada Kepala Desa dan juga Aparat Desa untuk meningkatkan pemahaman
ilmu terkait dengan proses penyelesaian sengketa. Penguatan sistem administrasi pertanahan
dan peningkatan kapasitas lembaga desa agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara
adil, efektif, dan menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Mediasi, Kepala Desa

LAND OWNERSHIP DISPUTE IN TOLOKALO VILLAGE, KESI HALL, KEMPO
DISTRICT, DOMPO REGENCY

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Village Head in resolving land
ownership disputes in Tolokalo Village, Kesi Hamlet, Kempo District, Dompu
Regency, and to identify the factors that hinder efforts to resolve land
ownership disputes in Tolokalo Village, Kesi Hamlet, Kempo District, Dompu
Regency. The method employed is empirical legal research, incorporating a
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legislative and sociological approach. Data were obtained from interviews
with the parties involved, such as the Village Head of Tolokalo, the
National Land Agency (BPN), and both disputing parties. The Village Head
of Tolokalo plays a crucial role as a mediator in resolving disputes over
ownership. The study's results indicate that the village head plays a vital
role as a mediator in resolving conflicts. However, the mediation carried out
does not always produce results due to unclear evidence from the disputing
parties, lack of witnesses, weak proof of rights, the absence of integrated
land data, and unclear land status. A peace agreement was only reached after
several mediations, with a land distribution mechanism as a key component
of the solution. This research emphasizes the need to strengthen the land
administration system and enhance the capacity of village institutions
to ensure fair and effective dispute resolution thereby, promoting legal
certainty.

Keywords: Land Disputes, Mediation, Village Head.

I. PENDAHULUAN

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena
sebagian besar kehidupan manusia bergantung kepada tanah. Mengingat tanah
termasuk segala sesuatu yang melekat di atasnya menjadi bagian dari tanah, seperti
pohon atau tumbuhan yang melekat pada tanah tersebut.! Tanah dalam pengertian
yuridis adalah permukaan bumi, dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1) UU No 5 Tahun
1960 tentang Peratuaran Dasar Pokok-pokok Agraria. Setiap manusia yang hidup pasti
membutuhkan tanah, baik untuk kebutuhan hidup ataupun untuk kebutuhan mata
pencaharian. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang
selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya.? Untuk menjamin kepastian hukum
atas tanah, UUPA dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 jo peraturan pemerintah
No 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun
dan pendaftaran tanah telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan
pendaftaran di seluruh Indonesia.? Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah.*

Kepemilikan hak atas tanah merupakan salah satu bentuk hak yang diakui dan
dilindungi oleh hukum di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5
Tahun 1960 telah menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan tanah,
yang dilengkapi dengan sertifikat sebagai bukti sah yang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Permasalahan yang terjadi di Desa Tolokalo Dusun Kesi
Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. seorang yang menguasai atas tanah tersebut.

1 J. A. Mebri, “Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum,” Jurnal Ilmu Hukum
13, no. 25 (2017): 69.

2 Mu’adi Sholih, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi Dan Non Litigasi (Jakarta:
Prestasi Pustakaray, 2010).

3 Allan Mustafa umami, “Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah Paska Berlakunya Peraturan Pemerintah No 18
Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah,” Jurnal Ganec Swara, 2025,
358.

4 Indri Hadisiswati, “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah,” Jurnal Ahkam 2, no. 1 (2014): 120.
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Di permasalahkan oleh pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut
yang berdasarkan warisan dengan mempunyai surat keterangan tanah (SKT),
sehingga terjadi pertentangan antara Bpk Alihlas yang secara fisik menguasai atas
tanah tersebut dengan Bpk Hasan Pone yang mengklaim memiliki hak atas tanah
berdasarkan surat keterangan tanah (SKT). Salah satu pihak mengaku memiliki hak
atas tanah tersebut yang memunculkan klaim kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini
menimbulkan pertanyaan apakah dari pihak Alihlas dan Hasan Pone memiliki hak atas
tanah. Sengketa ini mencerminkan sengketa antara hukum, terkait pewarisan tanah,
yang mengutamakan bukti kepemilikan hukum yang sah.>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu Bagaimana
peran kepala desa dalam menyelesaikan Sengketa kepemilikan tanah di Desa Tolokalo
Dusun Kesi Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dan Apa saja faktor penghambat
dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Desa Tolokalo,
Dusun Kesi, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.Penelitian ini bertujuan untuk
untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan
tanah di Desa Tolokalo Dusun Kesi Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, serta untuk
mengidentifikasi faktor apa saja yang mengahambat dalam upaya penyelesaian
sengketa kepemilikan hak atas tanah di Desa Tolokalo Dusun Kesi Kecamatan Kempo
Kabupaten Dompu.

II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dalam mengumpulkan data
dari lapangan atau lokasi penelitian. Hukum empiris melibatkan penelitian lapangan
yang menganalisis peristiwa hukum di lapangan serta penerapan peraturan-peraturan
tersebut dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini didukung oleh penelitian normatif
yang dimulai dari ketentuan hukum positif tertulis yang berlaku pada peristiwa hukum
konkret dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, penelitian ini selalu menggabungkan
dua tahap kajian.®

III.PEMBAHASAN

A .Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah
di Desa Tolokalo Dusun Kesi Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.

Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tertuang dalam pasal 26 ayat 4
huruf 'k” UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang berbunyi sebagai berikut: “Kepala
Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.”Kepala Desa
merupakan mediator yang tepat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi

5 Wawancara dengan Bapak Barahima, Berdasarkan Survei Awal Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas
Tanah Di Kesi, 21 desember 2024
6 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004).
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di masyarakat desa yang dipimpinnya. Kepala Desa memiliki fungsi dan kewenangan
untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sejatinya pemerintah
setempat di wilayah terjadinya sengketa tanah perlu menjadi.’

Proses penyelesaian sengketa tanah juga dipengaruhi dari bagaimana kinerja
Kepala Desa dalam menyelesaikannya, sebab tidak semua kasus mudah diselesaikan
karena setiap kasus tentunya memiliki kendala tersendiri yang dapat menjadi
pengalaman kepada kepala desa apabila di kemudian hari ditemukan kasus yang
serupa sehingga mampu menyelesaikan dengan baik, karena pengalaman
merupakan proses pembelajaran sehingga mampu menganalisis situasi dan kondisi
tertentu sehingga mampu melihat peluang agar mampu mengambil keputusan secara
akurat.Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

Ketentuan dalam peraturan ini diambil dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sedangkan Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.® Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Penanganan Sengketa Tanah, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Pertanahan “Perselisihan adalah perbedaan pendapat antara pihak-pihak
yang berkepentingan dan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi-
instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional tentang keabsahan suatu hak,
pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan hak atas
tanah, dan pengeluaran bukti-bukti penguasaannya”.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan
Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan
peraturan desa. Meskipun belum ada Peraturan Desa yang mengatur secara langsung
penyelesaian sengketa tanah, namun sistem pelaksanaan penyelesaian sengketa
kepemilikan harta benda di Desa telah dilaksanakan.

7 Sri Lestari Rahayu, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa,” Yustisia 5,
no. 2 (2016): 340.
8 H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa (Jakarta: PT Raja Grafika, 2010).
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Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa pemilikan tanah antar
warga Desa secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf “*k” Undang-
Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa salah
satu tanggung jawab Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di
Desa. Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa dapat berfungsi sebagai mediator, dan
Kepala Desa tidak hanya berwenang untuk menjalankan Pemerintahan Desa, tetapi
juga memiliki tugas, kewajiban, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik antar
sesamanya. penduduk, termasuk sengketa tanah.

Hal ini didukung oleh pandangan Soejono Sukanto yang menyatakan: “"Bahwa peran
dan kedudukan yang dinamis, dan jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban
yang berkaitan dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu fungsi.” Permasalahan
sengketa tanah yang terjadi di Desa Tolokalo Dusun Kesi Kecamatan Kempo
Kabupaten Dompu yaitu klaim kepemilikan hak atas sebidang tanah, kedua belah
pihak mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan hak meraka dari pihak Alihlas
mengatakan menguasai dan memiliki hak atas tersebut tetapi tidak memunculkan
bukti kepemilikan tanah sedangkan dari pihak Hasan Pone mengaku memiliki hak
atas tanah tersebut dengan memunculkan surat keterangan tanah (SKT) bukti formal.
Meskipun SKT bukan merupakan bukti yang sah secara sah dalam data hukum BPN.
Tetapi SKT merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pembuatan sertifikat
yang sah secara hukum.

Kondisi masyarakat Desa Tolokalo Dusun Kesi, bila terjadi sengketa kepemilikan
tanah biasanya masyarakat desa melaporkan sengketa ini kepada Pemerintah Desa
untuk di selesaikan. Hal ini dilakukan bila penyelesaian secara kekeluargaan tidak
dapat diselesaikan, cara ini juga dilakukan agar menghindari sesuatu yang tidak
diinginkan. Dalam proses penyelesaian sengketa ini Kepala Desa berperan sebagai
hakim perdamain. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf “f” dan “g”. “Disebutkan bahwa salah
satu kewenangan Kepala Desa adalah mengembangkan kehidupan masyarakat desa,
serta untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa”. Kemudian, dalam
Pasal 26 ayat (4) huruf “k” disebutkan bahwa salah satu tanggung jawab Kepala Desa
adalah menyelesaikan konflik masyarakat di Desa.

Peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di desa
Tolokalo dusun kesi kecamatan kempo kabupaten dompu dapat dilihat berdasarkan
hasil penelitian yang diuraikan dari pernyataan aparat desa, menyatakan bahwa:

“Peran Pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang
terjadi antara warga Desa, Pemerintah Desa memiliki peran penting karena Pemerintah

9 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
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Desa berperan sebagai mediator dan hakim perdamaian khususnya dalam kaitan
penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara warga Desa”.'°

Selanjutnya,

“Peran Pemerintah Desa sebagai mediator yang artinya orang yang memfasilitasi
jalannya penyelesaian sengketa tersebut. Pemerintah Desa sebagai jembatan antara
kedua belah pihak, yang bersengketa”.!

Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di desa
tolokalo dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan dari pernyataan
berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa tolokalo mengatakan:

“Mengenai klaim kepemilikan tanah terjadi antara Hasan Pone dengan bapak
Ihlas Sudah Bahwa telah dilakukan 3 mediasi di kantor desa. Namun, dalam mediasi
pertama tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Tidak
ditemukan hasil apapun dari mediasi terhadap berbagai aduan dari kedua belah pihak,
sehingga mediasi pada tingkat pertama tidak mencapai kesepakatan”

Selanjutnya, “Pada mediasi kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023,
pihak Hasan Pone (sebagai ahli waris) membawa bukti berupa surat keterangan tanah
(SKT). Namun, pihak Bpk Alihlas tidak mempercayai keabsahan surat keterangan
tersebut. Kepala desa kemudian memberikan saran agar salah satu pihak mengajukan
gugatan ke pengadilan jika merasa dirugikan.”* Kemudian, “terakhir, pada tanggal
9 Januari 2025, pihak Hasan Pone kembali meminta kepala desa untuk melakukan
mediasi. Dalam mediasi ini, ahli waris meminta agar tanah tersebut dibagi rata atau
dibagi dua. Pihak Bpk Alihlas menyetujui permintaan tersebut, dan akhirnya kedua
belah pihak mencapai kesepakatan damai.[ ibid]

Dari kesepakatan tersebut dibuatlah perjanjian damai yang sebagaimana isi dalam
perjajian tersebut yaitu kedua belah pihak sepakat untuk membagi tanah tersebut
secara rata. Yang tanah tersebut seluas 17.000 m2 dengan membagi menjadi 8.
500m2 untuk masing-masing pihak sesuai dengan isi surat perjanjian.

2.Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Kepemilikan
Tanah Di Desa Tolokalo, Dusun Kesi, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu

Pengakuan hak atas tanah oleh seseorang atau masyarakat haruslah didasarkan
pada bukti kepemilikan yang sah dan kuat, salah satunya adalah hak atas tanah dan
rumah. Tanpa bukti tertulis, maka seseorang atau masyarakat tidak dapat serta-merta
membuat pernyataan hak atas kepemilikan tersebut. Permasalahan yang berkaitan
dengan sengketa pertanahan sering kali terjadi di masyarakat, dengan bentuk dan
sifat yang sangat beragam. Salah satu penyebab utamanya adalah KetidakJelasan

10  Hasil Wawancara dengan Sukardin Kepala Desa Tolokalo, 2024-2031, 31 Januari 2025 Kantor Desa Tolo-
kalo.

11 Ibid.

12 Hasil Wawancara dengan Alihlas, 31 Januari 2025, Desa Tolokalo Dusun Kesi.

13 Hasil Wawancara dengan Sukardin, Kepala Desa Tolokalo periode 2024-2031, 31 januari 2024, kantor
desa tolokalo.
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alat bukti yang di tunjukan oleh para pihak yang bersengketa yang mengakibatkan
perselisihan antar para pihak yang belum melakukan pendaftaran pada BPN. sengketa
pertanahan dalam aspek pertanahan dapat timbul dari berbagai sumber, di antaranya
adalah perbedaan nilai dan benturan kepentingan, kurangnya informasi atau data
yang valid, serta kondisi yang tidak terkelola dengan baik pada aspek pertanahan di
suatu wilayah.

Dalam kasus sengketa yang terjadi di Desa Tolokalo Dusun Kesi Kecamatan Kempo
Kabupaten Dompu klaim kepemilikan hak atas tanah tidak memiliki bukti kepemilikan
hak yang sah, seperti sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Status tanah
seringkali hanya berdasarkan surat keterangan tanah (SKT) atau penguasaan fisik,
hak secara turun temurun, atau pengakuan masyarakat, tanpa dibuktikan dengan
dokumen hukum tertulis. Hal ini menyulitkan dalam pembuktian dalam proses mediasi,
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUPA Tahun 1960 yang mensyaratkan bukti
kepemilikan untuk penegasan hak. Dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah
di wilayah pedesaan, peran saksi memiliki kedudukan yang sangat penting, khususnya
dalam kondisi ketika para pihak tidak memiliki alat bukti tertulis yang otentik, seperti
sertifikat hak milik, akta jual beli, atau surat tanah dari kantor pertanahan. Dalam
masyarakat desa, sistem administrasi pertanahan belum berjalan optimal, sehingga
bentuk pembuktian sering kali bergantung pada surat keterangan desa, pembayaran
pajak (SPPT/PBB), serta keterangan saksi lokal.

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan sabagai berikut, bahwa: “Alat
bukti dalam hukum perdata meliputi lima jenis: bukti tertulis, saksi, persangkaan,
pengakuan, dan sumpah. Ketika bukti tertulis lemah atau tidak tersedia, maka
keterangan saksi menjadi alat bukti utama yang dapat memperkuat atau melemahkan
klaim kepemilikan suatu bidang tanah.”[ Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata
Indonesia. Edisi VI, Liberty, Yogyakarta 2010, him 37] Namun dalam kenyataannya,
saksi yang dibutuhkan sering kali tidak dapat dihadirkan secara memadai oleh para
pihak dalam sengketa.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Tolokalo, sebagian besar kasus sengketa
kepemilikan tanah terjadi karena pihak-pihak yang bersengketa sama-sama tidak
dapat menunjukkan bukti otentik atas penguasaan tanah. Ketika proses mediasi
maupun litigasi dilakukan, keterangan saksi menjadi tumpuan utama. Namun banyak
dijumpai kendala, antara lain:

1. Saksi yang mengetahui langsung asal-usul atau batas tanah sudah meninggal dunia.

2. Saksi yang dihadirkan tidak menyaksikan secara langsung proses transaksi atau waris.

3. Saksi hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita turun-temurun (testimonium
de auditu), yang dalam hukum pembuktian tidak memiliki kekuatan sebagai alat
bukti sempurna.
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Ketidakmampuan pihak-pihak untuk menghadirkan saksi yang relevan dan
kompeten berakibat pada ketidakjelasan alat bukti, sehingga Kepala Desa tidak
memiliki dasar yang cukup kuat untuk menetapkan siapa pemilik sah tanah tersebut.
Berdasarkan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang
dapat mengajukan hak atas tanah dengan membuktikan penguasaan fisik secara terus
menerus selama 20 tahun tanpa sengketa. Dalam konteks ini, Mansur AR dan desa
memiliki fakta penguasaan yang lebih kuat dibanding Hasan Pone yang pasif selama
28 tahun. Dari fakta maka dapat dianalisis bahwa Hasan Pone secara yuridis memiliki
hak asal-usul, tetapi posisinya menjadi lemah karena membiarkan tanah dikuasai oleh
pihak lain dalam waktu yang sangat lama. Desa melalui Kepala Desa Nursit dan Alihlas
memiliki posisi hukum yang lebih kuat karena penguasaan fisik nyata, penggunaan
dana desa, serta penggunaan tanah untuk kepentingan umum. SKT yang diajukan
Hasan Pone tidak cukup kuat untuk membatalkan penguasaan desa atas tanah yang
telah dikelola dan diakui secara administratif.

Secara hukum, klaim Hasan Pone atas dasar warisan dan SKT menjadi lemah karena
diamnya selama puluhan tahun dan tidak adanya penguasaan nyata. Sebaliknya,
Pemerintah Desa memiliki legitimasi penguasaan tanah yang lebih kuat berdasarkan
fakta lapangan, tetapi tidak secara hukum. penggunaan dana desa, dan aturan hukum
terkait aset desa. Dengan demikian, tanah tersebut lebih layak dianggap sebagai milik
desa secara hukum positif. Dalam kasus sengketa kepemilikan tanah yang terjadi di
desa Tolokalo Dusun Kesi Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu antara Bapak Hasan
Pone (ahli waris) dengan Bapak Alihlas yaitu dengan melakukan 3 (tiga) kali mediasi
dan akhirnya menemukan titik terang dengan melalui jalan perdamaian antara para
pihak.

Berdasarkan pasal 19 UUPA hak milik atas tanah adalah hak terkuat terperuh.*
melindungi hak milik atas tanah di diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 yaitu pendaftaran tanah dengan sistem Rechts-Cadaster (pendaftaran
hukum), bukan Fiscale-cadaster (pendaftaran pajak) jadi tujuan pokoknya adalah
adanya kepastian hukum.®> Pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah
dengan sistem yang sudah melembaga sebagaimana yang dilakukan dengan
kegiatan pendaftaran selama ini, mulai dari permohonan seorang atau badan,
diproses sampai dikeluarkan bukti haknya (sertifikat) dan dipelihara data
pendaftarannya dalam buku tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfan Hidayat Mustakim selaku Sub
Pendaftaran Tanah mengatakan bahwa:

14 Allan Mustafa Umami, “Dampak Hukum, Lahan Sawah Dilind Dampak Hukum Keputusan Menteri Atr/Bpn Nomor
1589/Sk-Hk.02.01/Xii/2021 Tentang Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Hak Milik Atas Tanah,” Jurnal Dialogia luridica, 2023,
180.

15 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
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“Tidak bisa langsung dilakukan pemecahan karena tanah yang belum terdaftar
belum memiliki data hukum di kantor pertanahan (BPN), Tetapi tetap bisa dibagi
dengan langkah berjenjang.”[ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfan Hidayat Mustakim,
Sub Pendaftaran BPN Dompu 9 Juni 2025, Kantor BPN Dompu] Karena tanah belum
bersertifikat, wajib daftar dulu ke BPN, untuk menjadi tanah terdaftar yaitu melalui
Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) atau ajukan Pendaftaran Sporadik
secara mandiri. Setelah tanah resmi terdaftarkan dan bersertifikat atas satu nama,
bisa mengajukan pemecahan/pembagian bidang untuk diterbitkan menjadi 2 sertifikat
baru yaitu, Serifikat awal dengan nama salah satu pihak (sesuai kesepakatan), Ajukan
permohonan pemecatan bidang tanah ke BPN.
Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR (Herziene
Indonesisch Reglement), 284 Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten), dan 1866 BW
(Burgerlijk Wetboek) dapat diklasifikasi, yaitu alat bukti langsung dan tidak langsung.
Alat bukti langsung diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan
persidangan, diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik yang
termasuk alat bukti langsung adalah alat bukti surat dan saksi. Alat bukti tidak
langsung diajukan tidak bersifat fisik.!® Berdasarkan hasil wawancara dengan Alfan
Hidayat Mustakim mengatakan bahwa:
“Dokumen ini merupakan dokumen sporadik adalah istilah yang digunakan untuk
tanah yang belum bersertifikat, tapi sudah dikuasai dan dimiliki secara adat atau
penguasaan lama.”"’
Kemudian berkaitan dengan alur atau proses dari terbentuknya dokumen ini
(keterangan tanah) menyatakan bahwa,
1.Dimulai dari permintaan resmi dari kepala wilayah kecamatan tujuannnya meminta
keterangan legalitas dan riwayat tanah atas nama seseorang.
2.Dari kantor IPEDA (inspektur iuran pembangunan daerah) melacak data kepemilikan
tanah.

3.Berdasarkan hasil klasiran dan data IPEDA disusunlah dokumen keterangan tanah
yang mencatumkan nama, letak dan luas tanah, sejak kapan tanah dukuasai batas-
batas tanah, status tanah/ bebas dan belum bersengketa.

4.Setelah diverifikasi, dokumen ini disahkan dan ditandatangani oleh kepala IPEDA dan
tertulislah tanggal pengesahan.

Proses tersebut di atas merupakan bagian dari praktik pendaftaran tanah secara
sporadik, yaitu proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara perorangan dan tidak
serentak. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

16 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 11th ed. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011).
17 Hasil Wawancara dengan Alfan Hidayat Mustakim bagian pendaftaran BPN dompu 22 April 2025. Kantor BPN
Dompu.
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tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran sporadik diartikan sebagai pendaftaran tanah
pertama kali terhadap satu bidang atau lebih yang dilakukan secara perorangan.

Surat keterangan Tanah (SKT) adalah surat keterangan mengenai objek atau tanda
bukti atas kepemilikan lahan/tanah yang dibuat atas permintaan atau permohonan
masyarakat kepada kantor kelurahan atau desa dimana obyek tanah yang dimohonkan,
dan atas permintaan atau permohonan tersebut kelurahan atau desa mengeluarkan
surat keterangan tanah (SKT) dengan diawali bahwa telah mempunyai register tanah
yang terdaftar di desa, dan kemudian proses penerbitan SKT adanya kesaksian oleh
RT dan beberapa saksi-saksi lalu kemudian diusulkan kepada lurah atau kepala desa
untuk disetujui penerbitan SKT.*® Salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan
kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan Pone yaitu mengatakan bahwa:

“Tanah so haju sampuu (obyek sengketa) itu adalah tanah peninggalan dari orang
tua saya merupakan hak saya sebagai anaknya (ahli waris) dengan mempunyai surat
keterangan tanah (SKT) sebagai bukti atas nama orang tua saya.”*®

Dalam Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 1756.15.1/1V/2016. disebutkan bahwa
dalam hal pemohon tidak memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap, maka dapat
melampirkan formulir surat pernyataan penguasaan dan kepemilikan bidang tanah.
Dokumen ini dapat berfungsi sebagai pengganti dokumen administratif seperti Surat
Keterangan Tanah (SKT) dalam proses pendaftaran tanah. Meskipun demikian, perlu
ditegaskan bahwa surat pernyataan tersebut bukan alat bukti kepemilikan yang kuat
secara hukum, melainkan hanya dokumen pelengkap administratif.

Dalam PP No 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) tersebut dikemukakan bahwa
pemilikan itu pada dasarnya terdiri atas bukti pemilikan atas nama pemegang hak pada
waktu berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 dan apabila hak tersebut
kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak
pada waktu dilakukan pembukuan hak yang bersangkutan. Surat Keterangan Tanah
(SKT) merupakan dokumen administratif yang menjelaskan riwayat penguasaan
dan pemindahan hak atas suatu bidang tanah dari masa ke masa. SKT biasanya
diterbitkan oleh Kepala Desa atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan
mencerminkan catatan informal yang hidup dalam masyarakat terkait keberadaan
tanah tersebut.

Dengan demikian, meskipun secara hukum SKT diakui sebagai salah satu alat bukti
tertulis dalam proses konversi hak dan pendaftaran tanah, penggunaannya harus
tetap didukung prinsip kehati-hatian dan verifikasi menyeluruh. Hal ini penting agar
tidak menimbulkan konflik agraria di kemudian hari, terutama pada tanah-tanah yang

18  Yosep Surya Ditama Sibarani, “Kajian Hukum Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Bukti
Awal Hak Milik Atas Tanah,” Lex Privatum XI, no. 4 (2023).
19 Hasil Wawancara Dengan Bpk Hasan Pone, 20 Januari 2025, Dusun Karama Desa Soro
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berstatus belum bersertifikat di wilayah perdesaan seperti di Desa Tolokalo, Dusun
Kesi, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.

Dalam hak pemilihan bukti tertulis tersebut tidak lengkap, maka dapat dilakukan
dengan keterangan saksi dan atau pernyataan pemilik tanah yang dapat dipercaya
kebenaranya menurut pendapat ajudikasi/ kepala kantor pertanahan, demikian
dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Ayat (1) Pasal 24 PP No.24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

“Menurut Darwan Print Mengatakan, Bahwa Saksi adalah orang yang memberikan
keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat
sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi
jelas suatu perkara.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Barahima sebagai salah satu warga desa
tolokalo dusun kesi mengatakan bahwa

“Benar bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Hasan Pone Saat orang tua
Hasan Pone masih hidup, saya membantu mereka menanam padi hingga panen.
Setelah orang tuanya meninggal, pengelolaan tanah tersebut dilanjutkan oleh kakeknya
Hasan Pone”[ Hasil Wawancara Dengan Barahima, Dusun Rade Desa Tolokalo, 29
Januari 2025]

Keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan mengenai pemilikan tanah
itu berfungsi menguatkan bukti tertulis yang tidak lengkap tersebut, atau sebagai
pengganti bukti tertulis yang tidak ada lagi. Yang dimaksud dengan saksi adalah
orang yang cakap memberikan kesaksian dan mengetahui kepemilikan tanah yang
bersangkutan.

Ada tiga kemungkinan alat pembuktian mengenai, kepemilikan tanah yang
bersangkutan tersebut diatas, yaitu:

a.Bukti tertulisnya lengkap: tidak memerlukan tambahan alat bukti lain;

b.Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi; diperkuat keterangan saksi dan atau

pernyataan yang bersangkutan;
c.Buktitertulisnyasemuanyatidakadalagidigantiketerangansaksidanataupernyataan
yang bersangkutan.?

Dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) diatur pembukuan
hak dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian
pemilikan yang tertulis, kebenarannya mengenai kepemilikan tanah yang bersangkutan,
sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) di atas.

Dalam hak pemilihan bukti tertulis tersebut tidak lengkap, maka dapat dilakukan
dengan keterangan saksi dan atau pernyataan pemilik tanah yang dapat dipercaya
kebenaranya menurut pendapat Ajudikasi/ Kepala Kantor Pertanahan, demikian

20  Aliya Sandra Dewi, “Mekanisme Pendaftran Tanah Dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah,” Jurnal
Surya Kencana Satu 9, no. 1 (2018): 31.
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dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Ayat (1) Pasal 24 PP No.24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

IV.PENUTUP

A. Kesimpulan

1.Peran Kepala Desa Tolokalo dalam menyelesaikan masalah sengketa kepemilikan
tanah, berperan sebagai mediator kepala desa telah mampu menjalankan fungsi
dan wewenangnya dalam menyelesaikan masalah pertanahan di desa dan menjaga
ketertiban di wilayahnya dengan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan solusi
terhadap segala permasalahan yang dihadapi di desa.

2.Faktor Penghambat dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa kepemilikan
tanah di Desa Tolokalo, Dusun Kesi, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu adalah:

a.Faktor tidak jelasnya alat bukti dari para pihak sengketa sehingga dalam mediasi
tersebut menjadi kabut.

b.ketidakmampuan pihak-pihak menghadirkan saksi-saksi sehingga kepala desa
tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk menetapkan pemilik tanah yang sah.

c. Kurangnya pembuktian kepemilikan atas tanah.

d. Serta tidak adanya data pertanahan yang terdokumentasi dan terintegrasi dengan
baik di tingkat desa. Hal ini menyulitkan kepala desa dalam membuat keputusan yang
berbasis kepastian hukum, dan memunculkan potensi ketidakpuasan atau konflik
lanjutan.

B. Saran

1.Pemerintah desa, khususnya kepala desa, dengan peranan kepala desa dalam
menyelesaiakan sengketa tanah antar masyarakat perlu adanya sosialisasi pada
masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah pada badan pertanahan dan kepada
kepala desa dan juga aparat desa untuk meningkatkan pemahaman ilmu terkait
dengan proses penyelesaian sengketa.

2.PemerintahdesabersamaBPNperlumendorongmasyarakatuntukmelakukanlegalisasi
hak atas tanah mereka, baik melalui pendaftaran tanah waris maupun pengurusan
sertifikat resmi. Untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan dengan sistem
digitalisasi atau arsip desa yang menyimpan data tanah secara jelas dan terstruktur.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai
pentingnya bukti kepemilikan yang sah harus dilakukan secara masif agar mencegah
munculnya sengketa serupa di masa depan.
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